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ABSTRAK 

Adapun judul penelitian ini adalah Analisis Yuridis Penerapan Sistem 

Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 

Berdasarkan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022. Rumusan Masalah yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa pemohon mengajukan keberatan terhadap 

penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak 2024, 2) Apa dasar 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan 

keberatan terhadap penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu serentak 

2024.  

Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk mengetahui alasan Pemohon 

mengajukan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam 

Pemilu serentak 2024, dan 2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan keberatan terhadap penerapan 

Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu serentak 2024. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian bersifat deksriptif dengan jenis penelitian normatif 

dan pendekatan yuridis.  

Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Alasan Pemohon mengajukan  

permohonan keberatan terhadap penerapan Sistem Proporsional Terbuka yaitu : a. 

Sistem proporsional dengan daftar terbuka bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan sistem proporsionl terbuka, dan 

c. Sistem Proporsinal Terbuka mengkerdilkan Partai Politik. 2. Dasar pertimbangan 

mahkamah konstitusi yang menyatakan menolak permohonan keberatan terhadap 

penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu serentak 2024 adalah : a. Dalil 

permohonan tidak terbukti dan b. Sistem Proporsional dengan Daftar Terbuka tidak 

merugikan hak konstitusionalitas para Pemohon.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji oleh penulis, saran yang diberikan 

yaitu 1) Untuk pemerintah, agar pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional 

terbuka tidak menjadi sarana politik uang dan menyebabkan masalah multidimensi, 

tetapi dilaksanakan dengan jujur dan adil sehingga proses demokrasi dapat terlaksana 

dengan baik, 2) Untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih berfokus kepada sistem 

proporsional terbuka dan pelaksanaannya pada pemilu tahun 2024 sehingga dapat 

diketahui lebih detail kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pemilu 2024. 

 

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Proporsional Terbuka, Pemilu Serentak. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The title of this research is Juridical Analysis of the Implementation of an 

Open Proportional General Election System in the 2024 Simultaneous Elections 

Based on Constitutional Court Decision No. 114/PUU-XX/2022. The formulation of 

the problem studied in this research is 1) Why did the applicant submit an objection 

to the application of an open proportional system in the 2024 simultaneous elections, 

2) What is the basis for the consideration of the Constitutional Court which stated 

that it rejected the application for objection to the application of an open 

proportional system in the 2024 simultaneous elections. 

Goals of this research are 1. to find out the reasons why the Petitioner 

submitted an objection to the application of the Open Proportional System in the 

2024 Simultaneous Elections, and 2. to find out the basis for the consideration of the 

Constitutional Court which stated that it rejected the request for objection to the 

application of the Open Proportional System in the 2024 Simultaneous Elections. 

This research uses the method The research is descriptive in nature with a normative 

research type and a juridical approach. 

The results of this research are: 1. The applicant's reasons for submitting an 

objection to the implementation of the Open Proportional System are: a. The 

proportional system with an open list is contrary to the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, b. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does 

not require an open proportional system, and c. The Open Proportional System 

dwarfs Political Parties. 2. The basis for consideration by the constitutional court 

which stated that it rejected the request for objection to the application of the Open 

Proportional System in the 2024 Simultaneous Elections is: a. The argument of the 

petition is not proven and b. The Proportional System with an Open List does not 

harm the constitutional rights of the Petitioners. 

Based on the results of research reviewed by the author, the suggestions 

given are 1) For the government, so that the implementation of elections using an 

open proportional system does not become a means of money politics and causes 

multidimensional problems, but is carried out honestly and fairly so that the 

democratic process can be carried out well, 2) For further research, we can focus 

more on the open proportional system and its implementation in the 2024 elections 

so that we can find out in more detail the advantages and disadvantages of 

implementing the 2024 elections.p 

Keywords: General elections, open proportional, simultaneous elections. 
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